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ANALISIS BIAYA 



UNIT COST  
PELAYANAN KESEHATAN 

BIAYA LANGSUNG  BIAYA TIDAK LANGSUNG  

Medical Cost 
(Profesionalisme Medis) 
Bahan Medis Habis Pakai 
Obat (di luar UC pola tarif  )  

Biaya Investasi dan SDM  
Biaya Tetap  

Investasi alat medis & non medis 
Gedung.SDM (Honorer. Gaji ) 

Biaya Variabel 
Konpensasi. bonus SDM 

Biaya Tetap 
Gedung administrasi 

Biaya Variabel 
Listrik. telephone 
Adm Keuangan (ART.ATK) 

EFEKTIF ADEQUAT 

OPTIMAL 

EFEKTIF & NON 

EFEKTIF 

UTILISASI 

Value Added & 

Non Value Added  

Idle Capacity 

PEER REVIEW 

UTILIZATION REVIEW 

STANDAR 

PELAYANAN 

UNIT COST  JASA SARANA 

UNIT COST  JASA MEDIK 

+ 

TOTAL UNIT COST 

= 

shadow price 

 

 

Audit 

Klinis 

ATP + WTP TARIF 



TARIF RUMAH 
SAKIT 

UC + % Margin 

UNIT COST 

MUTU 
PELAYANAN FIXED & 

VARIABEL COST 

CLINICAL 
PATHWAY 

( CP ) 

STANDARISASI 

COST 
CONTAINMENT 

STANDAR 
PELAYANAN 

MINIMAL 
(SPM ) 

BIAYA 



Contoh 



Contoh 



Contoh 



Kesenjangan? 

Contoh 



 Sistem penggantian biaya atau klaim berdasarkan case 
based groups. 

 

 RS dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan 
yang efektif dan efisien tanpa mengurangi mutu. 

  

 Untuk itulah perhitungan unit cost menjadi salah satu 
tiang pelaksanaan pemberian jasa pelayanan. 

 

 

RUMAH SAKIT BPJSK 



INA-CBGs RUMAH 
SAKIT 

UC + % Margin 

UNIT COST 

MUTU 
PELAYANAN FIXED & 

VARIABEL COST 

CLINICAL 
PATHWAY 

( CP ) 

STANDARISASI 

COST 
CONTAINMENT 

STANDAR 
PELAYANAN 

MINIMAL 
(SPM ) 

BIAYA 

Fornas 

Konpendium 
Alkes 





PELAYANAN RS DI ERA JKN 

 BAGAIMANA IMPLEMENTASI NYA DI RS 

 RUGI ATAU TIDAK   

TARIF RS  vs  INA CBG’S  

 KLAIM LAMA 

 BAGAIMANA SISTEM REMUNERASI  

 

 















CASEMIX 
INA-CBG 

Costing 

Clinical 
Pathway 

Teknologi 
Informasi 

Coding 

KOMPONEN CASEMIX 
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“Praktek” sekarang 

• Komposisi belanja pada RS mitra BPJSK: Obat 30%, jasa 

medis sekitar 30%, penunjang 15%, jasa RS termasuk 

gaji pegawai (SDM) dan operasional 25%. 

• “Price taker” terhadap tarif INA-CBGs menjadikan:  obat 

30%, jasa medis 25%, penunjang 10%, agar SDM 30%, 

dan jasa RS dapat 5 persen  agar proporsi belanja 

SDM tetap 35% dari total tarif.  

• Mudah timbul ketidak puasan  dapat berimplikasi pada 

pelayanan.  



Pemikiran 

• Indikator Kinerja RS masuk sebagai “price maker” dalam 

penetapan tarif Ina-CBGs dan “price taker” dalam 

penetapan besaran klaim.  

• Indikator kinerja memasukkan unsur kredensialing 

sebagai input, prosedur pelayanan sebagai proses dan 

mutu layanan sebagai outcome 

• Penyusunan tarif akan lebih mendekati kenyataan 

(hospital-based rate) dan tarif keekonomian. 

• Besaran klaim lebih mencerminkan besaran biaya yang 

makin mendekati biaya layanan RS 



TARIF 



DRG System in Indonesia 

Updating  

INA- CBG tariff 

Changing grouper from 

IR-DRG to UNU grouper 

2011 

Oct 2010 

Jan 2013 

2013 

Jan 2014 

Updating INA-CBG tariff 

for JKN preparation 

2006 

Setting INA-DRG 

Commercial 

grouper 
UNU grouper 

2008 

Implementation 
of INA-DRG Implementation of updated 

tariff in Jamkesmas 

Jamkesmas programme JKN programme 

2015/2016 

Updating INA-CBG 

tariff & Updating 

INA-CBG software 

2016 

Implementation of 

INA-CBG in JKN 

Implementation of 

updated INA-CBG in JKN 



PERKEMBANGAN INA CBG 

DALAM JKN 

TARIF INA CBG 
I – Jan 2014 

(Permenkes 
69/2013) 

TARIF INA CBG II – 
Sept 2014 
(Permenkes 
59/2014) 

TARIF INA CBG III 
– Oktober 2016 
(Permenkes 
52/2016, 
64/2016, 4/2017) 

TARIF INA CBG 
IV (sedang dlm 
proses updating) 



Steps in developing 

INA-CBG Tariff 
BASIC DATA 

FINANCING DATA 

TXT FILE 
TEMPLATE 

CBGS-N-LOS 

(21 VAR) 

CLEANING 

EKSPLORING 

UNIT COST 

ANALYSIS 

VARIABLE RECAP 

CMI 

COST WEIGHT 

PRELEMINARY  TARIFF 

FINAL TARIFF 

INPUT TO CCM TRIMMING 

AF 

HBR 

Costing 
Data 

Coded 
Data 

CBGs COST 

Tariff  =  HBR  x  CW  x  Af 

note : 

HBR = Hospital Base Rate ;  

CW = Cost Weight ; Af = Adjustment factors 

Top Down Costing 
(stepdown allocation) 

Calibrating cost every 2 years 

 



Gambaran Data Updating Tarif INA-
CBG (2008 – 2016) 

Jenis Perbedaan    
Tarif INA-DRG  

2008 
Tarif INA-CBG  

2013 
Tarif INA-CBG   

2014 
Tarif INA-CBG  

2016 

DATA COSTING 

Jml RS Kontributor 

15 RS  
RS Pemerintah 

Kls  A & B 

100 RS  
RS Pemerintah 
Kls A, B, C, D 

137 RS 
RS Pemerintah &  

RS Swasta 
Kls A, B, C, D 

157 RS 
RS Pemerintah &  

RS Swasta 
Kls A, B, C, D 

Tahun Data costing Tahun 2006 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2014 

DATA CODING 

Jumlah kasus 127.554 record 1.048.475 record 
6.000.000  

record 
17.932.115  

record 

Jumlah Grup CBG 
759 

(RI  604, RJ  155) 

833 
(RI 635,  RJ 

198)     

851 
(RI 583, RJ 268) 

1039 
(RI 757, RJ 282) 
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Pola 

Pembayaqan  

Taqif INA-CBG 

dalam JKN 

INA-CBG 
(1075 groups) 

786 IP & 289 OP 

Special CMG 
(Drugs,Procedures, 

Investigation, Prothesis, 
Subacute, Chronic) 

Top Up Payment FFS 
(some medical supplies, 

chemoteraphy, 
haemophilia medicines, 
chronic cases medicine, 

CAPD, Petscan) 

Additional payment 

A 1 2 3 III 

CMG Case 

Type 

Resource 

Intensity Lev. 
CBG Type 

INA-CBG code 



6 Jan 
2016 

7 April 2016 

26 Oktober 
2016 

24 Nov 2016 

19 Jan 2017 

PMK 85/2015 tentang 
Pola Tarif Nasional RS 

PMK 11/2016 tentang 
Pelayanan Kesehatan di 
Poli Eksekutif 

PMK 52/2016 tentang 
Standar Tarif JKN 

PMK 64/2016 tentang 
Perubahan PMK 52/2016 

PMK 04/2017 tentang 
Perubahan Kedua PMK 

52/2016 

Dinamika Regulasi tarif pelayanan 
pada JKN 

PMK 68/2013 
Standar Tarif 

PMK 59/2014 
Standar Tarif 

Perpres 19/2016 ps 39 : tariff 

kapitasi dan INA CBG ditinjau 

menteri 2 th sekali 

  

 



INA-CBGs 2014-2017 

• 1/1/2014 

• Data 
“empirik” 

PMK 69/2013 

• 1/9/2014 

• Agregat 
tidak 
signifikan 

PMK 59/2014 

• Kapitasi 

• INA-CBGs 
tidak 
berubah 

PMK12/2016 

• Naik 11% 

• Public < 
Private 

• Klinik 
Eksekutif 

PMK 52/2016 
• “Turun” 

5-6% 

• Naik 
kelas 
VIP? 

PMK 64/2016 

• Co-
insurance 
ke VIP 

 

PMK 4/2017 



 PROSES PENETAPAN TARIF INA CBG  

PERBAIKAN / 

UP-DATING 

TARIF INACBG 

PENETAPAN  

TARIF BARU 

*SIMULASI KECUKUPAN 

PENDAPATAN IURAN DENGAN 

TARIF YANG AKAN DITETAPKAN 

 Perbaikan tarif yang dilakukan saat ini adalah pada aspek besaran tarif 
saja. Sedangkan perbaikan klasifikasi/pengelompokkan kasus masih 
belum diterapkan 

 Simulasi dilakukan bersama-sama antara Kementerian Kesehatan, BPJS 
Kesehatan, Kementerian Keuangan dan DJSN 



PERMASALAHAN/TANTANGAN 
DALAM IMPLEMENTASI INA-CBG (1) 

Masih ada manajemen & 

pembeqi pelayanan RS 

yang belum memahami 

sepenuhnya konsep INA-CBG 

Manajemen & pembeqi 

pelayanan RS belum 

dapat secaqa cepat 

menyikapi pequbahan 

daqi pola fee foq 

seqice ke INA-CBG :  

belum melihat 

pendapatan total RS 

daqi pembayaqan INA-

CBG,  

selalu membandingkan 

taqif RS dan taqif Ina 

CBG,  

mekanisme kendali 

biaya & kendali mutu 

belum teqwujud secaqa 

optimal 



PERMASALAHAN/TANTANGAN DALAM 
IMPLEMENTASI INA-CBG (2) 

 Masih ada RS yang belum mengelola pendapatan dari 

pembayaran INA-CBG secara transparan dan belum 

mendistribusikan jasa pelayanan dengan adil 

 Sistem INA-CBG masih memerlukan penyempurnaan, 

pengelompokan penyakit dan tindakan dianggap kurang 

sesuai dengan kondisi lokal  

 Kemudahan akses dan analisis terhadap data klaim JKN 

 Monitoring & evaluasi implementasi INA-CBG dalam 

upaya pencegahan Fraud  

 Kualitas data koding 

 Penanganan keluhan dan penyelesaian dispute klaim dan 

sengketa klinis. 

 

 



Penyesuaian Tarif INA-CBG  

1. Pengumpulan Data Costing & 
Data Coding RS 

2. Pengolahan Data  
3. Penyusunan Tarif Preliminarry 

(draft) 

1. Simulasi kecukupan pendapatan iuran 
dengan draft tarif INA-CBG yang akan 
ditetapkan 

2. Penyesuaian Aplikasi INA-CBG 
3. Penyusunan regulasi terkait 

2017 

2018 



INA-CBG 

RECLASSIFICATION 

In this context, reclassification on INA-CBG is the process to reclassify 

cases, include diagnosis and procedure (which refers to ICD), to be 

adjusted with the Indonesian local norm 

INA-CBG 
Reclassification 

Tariff Team 
MoHRI 

Hospitals Doctors 

 INA-CBG Tariff Team in Ministry Of Health will 

be the main technical team in writing 

classification algorithms, statistical analysis, also 

creating the Indonesian native grouper. 

 Within the process, medical professionals 

association will be involved in the formation of 

classification algorithms to their respective 

competencies  

 Hospitals will be involved to provide data (billing 

or costing) for statistical analysis in describing 

the homogeneity of reclassification result 

 Ultimate goal: Indonesian Grouper 



Flow of  

INA-CBG Reclassification Process 

EXPERT PANEL MEETING 



Work Plan  
of INA-CBG Reclassification 

2016 : 
MDC 12 : EYE & ADNEXA 
MDC 13 : ENT & MOUTH 
MDC 14 : RESPIRATORY 
MDC 29 : PSYCHIATRY 

New 
Grouper 

& 
Tariff 

2017-2018 :  
other MDCs  

2018-2019 :  
Finalization 
& Trial 

Challenges : 

o Different perceptions with doctors 

o Data adequacy 



A. PERATURAN PERUNDANGAN 

• UU Keuangan Negara 

• UU Rumah Sakit 

• UU SJSN beserta turunannya 

• UU Tenaga Kesehatan 

• UU Pemerintahan Daerah 

• ….. dsb 

Pemerintah Daerah Bukan Miniatur 
Pemerintah Pusat 

RSD diatur 
oleh 7 
kementerian 



 



STRATEGIC 
PURCHASER? 



LIMAS JKN 

PEMERINTAH 

BPJSK 

Peserta Faskes/Nakes 

Pemerintah/P

emda 

Pemberi 

Kerja 

Asosiasi 

Faskes 

Organisasi 

Profesi 

Industri 

Kesehatan (Tonang, 2014) 

Kemdagri 

Kemkes 

TPK/DPK

/CAB 

Kemensos 

TKMKB 

HTA 

Pendidikan 

Kesehatan 



Kendali tetap di REGULATOR 

• RS memahami bahwa BPJSK dalam beberapa 

kesempatan menempatkan diri sebagai Wakil Peserta  

• RS menjalankan pelayanan berbasis standar: regulasi 

terhadap input, proses dan outcome. 

• JKN mengamanahkan PELAYANAN STANDAR terhadap 

Kebutuhan Dasar Kesehatan (Pasal 19 dan 23 UU SJSN 

40/2004)  Fornas, Konpendiul Alkes.  

• Over-expectation telah menjadikan JKN cukup “gaduh” di 

2 tahun pertama, agak mereda tetapi tetap terasa di 

tahun ketiga.  



Kendali tetap di REGULATOR 

• Strategic Purchaser terhadap tarif: 

• Tarif keekonomian untuk pelayanan standar 

• Tarif keekonomian memperhitungkan rata-rata Hospital-based rate 

regional 

• Mekanisme Cost-Sharing (baik Co-payment maupun Co-insurance) 

untuk “pelayanan di atas standar” baik langsung oleh pasien atau 

mekanisme CoB 

• Strategic Purchaser dari sisi klaim: 

• RS yang “sub-standar” wajar mendapatkan desentif klaim 

• RS yang telah memenuhi atau di atas standar, tentu wajar 

mendapatkan insentif  Indikator Kinerja 

• Regulator: 

• Menilai pemenuhan standar 

• Menetapkan indikator kinerja 

 



Kemenkes 



Dimension of 
Quality 

Healthcare  

(WHO,2006) 

Effective  

Safe 

Patient 
Centered 

Equitable 

Accesible 

Efficient 

HEALTH SYSTEM GOAL and 6 Dimensions of Quality Healthcare 
(WHO,2006) 

Persentase kejadian tanpa iur biaya 

Persentase pasien yang mendapat obat/alkes 

Persentase pasien yang sudah layak 
dirujuk balik yang dirujuk balik 

Persentase kasus potensi Fraud 

Persentase pasien yang dilayani sesuai PEDOMAN 
PRAKTIK KLINIS 

Persentase pasien yang mendapat pelayanan 
sesuai regulasi 

Persentase Kejadian Infeksi Nosokomial 

Persentase pasien yang mendapat 
informasi ruang rawat inap yang update 

Persentase  Kejadian Pulang Atas Permintaan 
Sendiri 

Rekomendasi Indikator Kinerja FKRTL 

KLINIS 

ADMINISTRATIF KLINIS 

ADMINISTRATIF 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Jumlah kegiatan tim ANTI FRAUD RS 

9 

10 
Poin tambahan hasil FGD 

akademisi II 



Pemikiran tentang Biaya dan Tarif 

• Indikator Kinerja RS masuk sebagai “price maker” dalam 
penetapan tarif Ina-CBGs dan “price taker” dalam penetapan 
besaran klaim.  

• Indikator kinerja memasukkan unsur kredensialing sebagai 
input, prosedur pelayanan sebagai proses dan mutu layanan 
sebagai outcome 

• Penyusunan tarif akan lebih mendekati kenyataan (hospital-
based rate) dan tarif keekonomian. 

• Besaran klaim lebih mencerminkan besaran biaya yang makin 
mendekati biaya layanan RS 

• Pelaksanaan pasal 24 ayat 1 UU SJSN 40/2004: Peran Asosiasi 
dalam kesepakatan tarif (diturunkan dalam Pasal 37-41 Perpres 
12/2013) 



Pemikiran tentang Biaya dan Tarif 

• Redefinisi “kelas standar”: termasuk standar pelayanan (pasal 
23 ayat 4 UU SJSN 40/2004) 

• Ruang Cost-sharing untuk pelayanan di atas standar (pasal 22 
UU SJSN 40/2004) 
• (2) Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalah-gunaan 

pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.  

• Urun biaya harus menjadi bagian upaya pengendalian, terutama upaya 
pengendalian dalam menerima pelayanan kesehatan. Penetapan urun 
biaya dapat berupa nilai nominal atau persentase tertentu dari biaya 
pelayanan, dan dibayarkan kepada fasilitas kesehatan pada saat peserta 
memperoleh pelayanan kesehatan.  

 



Pemikiran tentang Biaya dan Tarif 

• Kompensasi DPTK (pasal 23 ayat 3 UU SJSN 40/2004) 
• Perlu kejelasan regulasi dan mekanisme 

• Perlu kesepakatan tentang implementasi standar mutu 

• Mendorong dan mendukung Kemenkes tentang pembangunan faskes 
dan penyediaan nakes (khusus JKN sesuai pasal 35 Perpres 12/2013) 
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WHAT TO BUY 
-Benefit JKN : pelayanan kesehatan 

(obat) yang  berkualitas 

FROM WHOM TO BUY 
- Provider yang berkualitas  seleksi dan 

kredentialing, terakreditasi, kinerja 

HOW TO BUY 
- Mekanisme Kontrak PPK 

-Mekanisme pembayaran (kewajaran tarif) 
- Kendali mutu dan kendali biaya 



Rakyat 

Regulator 

Provider 

Pendukung 
Layanan 

BPJSK 

Strategic Purchasing? 

Semua membeli 
yang terbaik untuk 
RAKYAT 

“Setiap kita dapat 
satu peranan….” 



Bersama untuk Pelayanan 
Masyarakat 

PERSI : Loyalis Kritis 


